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RINGKASAN EKSEKUTIF

Tanah kas desa awal mulanya muncul saat era kolonial dan biasanya terdiri dari beberapa 
hektare lahan yang berada di bawah pengawasan pemerintah desa. Undang-Undang Desa Nomor 
6 Tahun 2014 memberikan desa-desa wewenang untuk mengelola aset mereka (termasuk tanah 
kas desa) untuk kesejahteraan bersama dan untuk dimanfaatkan bagi kelompok yang paling 
rentan di desa tersebut. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 
2016 menetapkan tiga format penggunaan tanah desa: sewa, kerja sama dalam bentuk usaha 
bersama (joint venture), dan perjanjian Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG).

Tanah adalah sumber daya strategis di pulau Jawa, Indonesia, karena pulau ini memiliki populasi 
desa yang besar. Kebanyakan ukuran sebidang tanah untuk tanah pertanian umumnya kecil dan 
hampir tidak mampu memberikan jaminan hidup bagi pemiliknya serta semakin banyak yang 
diubah kegunaannya untuk memenuhi kebutuhan industrial dan infrastruktur. Untuk alasan ini, 
memastikan penggunaan tanah kas desa dengan optimal merupakan tujuan kebijakan yang 
penting.

Desa Sidomulyo dan Bonorowo di Kabupaten Kebumen telah mengimplementasikan format 
sewa untuk tanah desa mereka yang disewakan kepada keluarga petani yang miskin. Desa 
Tlogojati dan Beran di Kabupaten Wonosobo melakukan kerja sama bisnis, sementara desa 
Sukoharjo di Kabupaten Wonosobo mengimplementasikan format BGS ketika membangun dan 
mengoperasikan pasar lokal.

Analisis perbandingan terhadap pengalaman di lima desa ini menunjukkan bahwa penyewaan 
lahan ke petani di Sidomulyo dan Bonorowo mendatangkan pendapatan bruto terendah bagi 
penyewa—antara Rp2,6 juta dan Rp2,8 juta per tahun, di mana jumlah tersebut masih harus 
dikurangi lagi dengan biaya input, biaya sewa, dan biaya pekerja. Pendapatan dari kerja sama 
dengan perkebunan teh di Tlogojati menghasilkan pendapatan sebanyak tiga kali lipat lebih 
banyak, dan usaha kecil di Beran memberikan penghasilan lebih dari 20 kali lipat dibandingkan 
pendapatan penyewa.

Maka dari itu, kami merekomendasikan Pasal 14-16 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, yang 
menetapkan kerja sama dalam bentuk usaha bersama dan BSG/BGS hanya dapat dipertimbangkan 
jika anggaran desa tidak mencukupi, untuk dihilangkan. Alih-alih, sebaiknya peraturan yang 
dibuat dapat memperkenalkan paradigma baru untuk penggunaan tanah kas desa, yaitu dengan 
menggiatkan kewirausahaan desa. Upaya kewirausahaan bisa juga melibatkan peran sektor 
swasta, terutama ketika skala bisnis melampaui sumber daya yang dimiliki sebuah desa. 
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SITUASI SAAT INI

A. Permasalahan Lahan bagi Pekerja Pertanian di Indonesia
Bagi banyak orang Indonesia yang tinggal di desa dan bekerja di sektor pertanian, 
akses lahan dianggap instrumental bagi kesejahteraan mereka. Banyak penelitian 
yang membahas mengenai pentingnya distribusi lahan untuk meningkatkan 
kesejahteraan pekerja pertanian (misalnya, Syahyuti, 2001; Sucianti, 2004; 
Isnaeni, 2017). Penelitian-penelitian tersebut umumnya menyimpulkan bahwa 
distribusi lahan di daerah pedesaan tidak seimbang dan ada kebutuhan untuk 
meredistribusikan lahan dengan cara yang lebih efektif. Akan tetapi, redistribusi 
tidak boleh mengurangi ukuran rata-rata bidang tanah yang dimiliki oleh setiap 
petani, karena kebanyakan petani Indonesia memiliki bidang tanah yang kecil dan 
yang memiliki lahan setidaknya seluas 0,65 hektare wajib untuk tetap berada di 
atas garis kemiskinan (Susilowati et al., 2010).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2018), dari 12.998.889 pekerja pertanian 
di Indonesia, 9.869.797 memiliki kurang dari 0,5 hektare tanah, sementara itu 
sekitar 1.996.580 memiliki 0,5-1,0 hektare tanah. Dengan kata lain, 91,3% pekerja 
pertanian di Indonesia memiliki lahan kurang dari 1 hektare. Keluarga petani di 
Indonesia, dalam jumlah yang signifikan, hidup dalam kemiskinan atau mendekati 
garis kemiskinan.

Gambar 1. 
Keluarga petani (jutaan) dan lahan yang dimiliki (hektare) pada 2013
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Sumber: Sensus Pertanian (2013)
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Lahan pertanian telah menurun dari hampir 40 juta hektare pada tahun 2010 menjadi 37,1 juta 
pada tahun 2017. Pengurangan ini khususnya sangat akut terjadi di Jawa, yang adalah 44% dari 
total lahan padi di Indonesia (3,4 juta dari 7,74 juta hektare) (Lestari, 2017). Sejumlah besar 
lahan pertanian telah menghilang setelah digunakan untuk pengembangan infrastruktur: jalan 
tol, area industri, komersial, dan daerah pemukiman (Davidson, 2015). Contohnya, di kabupaten 
Bekasi area lahan pertanian telah berkurang dari 52.000 hektare di tahun 2014 menjadi 48.000 
hektare di tahun 2017 karena industrialisasi dan konstruksi daerah pemukiman (Lestari, 2017). 

Gambar 2. 
Total area lahan pertanian di Indonesia 2010-2017 (hektare)
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B. Potensi Penggunaan Lahan Desa
Meskipun lahan desa merupakan sumber daya terbatas, tetapi apabila bisa digunakan untuk 
keuntungan kelompok yang paling rentan di desa tersebut maka akan dianggap sangat berguna 
untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Tanah Kas Desa adalah salah satu sumber yang 
memungkinkan untuk mewujudkan peningkatan tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana 
menggunakan tanah kas desa untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi segmen 
yang paling membutuhkan dalam populasi desa.

Tanah desa telah ada sejak era perkebunan paksa di bawah jajahan Belanda, di mana batasan tanah 
di desa-desa tidak dibuat berdasarkan kebutuhan desa, melainkan untuk memfasilitasi sistem pajak 
kolonial (Syahyuti, 2016, hal.24). Awalnya, keluarga-keluarga yang memprakarsai kesepakatan 
desa (untuk menebang pohon dan membuka lahan pertanian) memiliki hak kepemilikan individu 
atas tanah mereka. Tanah yang tidak diklaim oleh siapa pun dimiliki oleh desa dan disewakan 
kepada para pekerja pertanian. Ada tiga tipe sewa tanah: tanah yang hasil panennya diberikan ke 
aparat desa dalam bentuk gaji, disebut tanah bengkok; tanah yang dipinjamkan kepada mantan 
aparat desa dalam bentuk pensiun, disebut tanah pengarem-arem; dan tanah yang hasil panennya 
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diberikan untuk pengembangan desa, disebut tanah kas desa (Alexander and Alexander, 1982, hal. 
604).  

Skema ini bertahan hingga saat ini, meskipun dalam banyak kasus, tanah bengkok dan tanah 
pengarem-arem telah berubah kepemilikan menjadi ‘properti pribadi’ mantan aparat desa (lihat 
contoh Edi, 2010). Akan tetapi, tanah kas desa, yang cenderung lebih tidak subur daripada dua tipe 
tanah desa lainnya, tetap berada di bawah pengawasan desa. 

Tanah kas desa umumnya digunakan oleh petani yang tidak memiliki lahan dan yang menyewa 
lahannya dari desa, sehingga mereka harus membayar uang sewa ke desa, dan bertani dengan 
bantuan dari pekerja pertanian. Pembayaran sewa rata-rata untuk tanah kas desa lebih murah 
daripada yang dibayarkan oleh petani dengan harga pasar yang berlaku (Harahap dan Ambarwati, 
2015, hal.16). Dalam skema ini, kedua pihak diharapkan mendapatkan keuntungan karena desa 
mendapatkan pendapatan untuk mengembangkan desa dan petani dapat membayar sewa tanah 
yang lebih murah daripada ketika menyewanya dari petani yang lain. 

Akan tetapi, skema ini tidak terlalu sukses dalam meningkatkan kondisi hidup penduduk desa yang 
bekerja di tanah-tanah tersebut. Meskipun biaya sewa relatif murah, area lahan yang terbatas 
membuat penduduk desa hanya dapat memproduksi sebatas untuk kebutuhan hidup mereka 
(Syuaib, 2016, hal. 170-171). Terlebih lagi, jumlah petani yang tidak memiliki lahan lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan ketersediaan tanah kas desa. Maka dari itu, tidak semua petani dan pekerja 
pertanian tersebut bisa mendapatkan tanah atau bekerja di tanah tersebut dalam skema ini. 
Tanah biasanya didistribusikan melalui lelang, tetapi petani yang tidak memiliki lahan dan pekerja 
pertanian seringkali tidak dapat memenangkan tawaran untuk bidang tanah tersebut (Harahap 
dan Ambarwati, 2015, hal.16-17). Melihat kekurangan tersebut, bagaimana tanah kas desa dapat 
memberikan keuntungan bagi para penduduk desa, terutama mereka yang kekurangan akses ke 
lahan perlu ditinjau kembali. 
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KEBIJAKAN SAAT INI

A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pada tahun 2014, Indonesia memperkenalkan UU Desa yang baru (Nomor 6 Tahun 2014), 
yang memberikan kebebasan lebih bagi desa untuk mengelola urusan mereka, termasuk 
kebebasan untuk mengelola tanah kas desa dan aset lainnya. Pasal 4 dalam UU Nomor 6 Tahun 
2014 menyebutkan bahwa aset desa dikembangkan untuk ‘kesejahteraan bersama’, sehingga 
kemudian menjadi dasar hukum untuk kebijakan yang memberikan keuntungan bagi kelompok 
yang paling rentan di desa tersebut. 

Lebih lanjut lagi, Pasal 77 (1) menetapkan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam 
mengelola aset desa sebagai berikut: Harus digunakan untuk kebaikan bersama (berdasarkan 
minat masyarakat), bersifat fungsional (sesuai dengan fungsi, otoritas, dan tanggung jawab 
pemerintah desa), sesuai dengan legalitas, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian 
nilai (keakuratan perencanaan) (Sutaryono et al., 2014, hal34-35). 

B. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016
Bagian Pengelolaan Aset Desa, seperti yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 
2016, kemudian mengoperasikan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 lebih lanjut. Tanah kas desa 
disebut sebagai sebuah bentuk aset desa dalam Pasal 2 (2), dan prinsip-prinsip pengelolaan 
yang disebutkan di atas disebutkan kembali dalam Pasal 3. Pasal 11 menetapkan empat format 
penggunaan aset desa, di mana tiga di antaranya berkaitan dengan aset lahan: sewa, kerja sama, 
dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG). Penduduk desa menyewa sebidang 
tanah untuk ditanami, yang adalah penggunaan paling umum dari tanah kas desa. 

Di bawah skema kerja sama, desa membentuk usaha bersama dengan pihak ketiga sebagai 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau perusahaan swasta. BUMDes diatur dalam Peraturan 
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PermenDPDTT) Nomor 4 Tahun 
2015 dan didefinisikan sebagai “usaha yang kepemilikan keseluruhan atau mayoritas ada pada 
desa... untuk mengelola aset, jasa, dan bisnis lainnya untuk kesejahteraan komunitas desa.”

Skema BGS/BSG memungkinkan transfer kepemilikan dari pemilik kepada desa setelah fasilitas 
yang dibangun melalui skema ini telah digunakan selama 20 tahun. Format-format yang berbeda 
ini dijelaskan di dalam Pasal 12, 14, 15, dan 16. Matriks di bawah ini menunjukkan karakteristik 
dari setiap format:
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Tabel 1.
Skema Penggunaan Tanah Kas Desa

Sewa
(Pasal 12)

Kerja sama atau Joint Venture
(Pasal 14)

BGS/BSG  
(Pasal 15 dan 16)

Masa sewa
maksimal

Prasyarat

Kewajiban

 

20 tahun, bisa diperpanjang. 
Untuk perpanjangan, berlaku 
penetapan dalam Pasal 14

15 tahun, bisa diperpanjang3 tahun, bisa diperpanjang 

Hanya dapat diberlakukan 
kalau anggaran desa tidak 
mencukupi untuk 
membangun fasilitas yang 
dibutuhkan dan diperlukan 
di atas tanah tersebut. 

Hanya dapat diberlakukan jika 
anggaran desa tidak 
mencukupi untuk memenuhi 
operasional, pengelolaan 
dan/atau biaya perbaikan aset.

Tidak ada

Lebih lanjut diatur dalam 
peraturan yang lebih 
rendah (kabupaten/desa)

Kontribusi tahunan dan bagi 
hasil (bisa dinegosiasikan)

Kontribusi tahunan dan 
pengelolaan fasilitas. 
Kepemilikan fasilitas ada 
pada desa pada akhirnya 
(skema BGS) atau menjelang 
selesainya pembangunan 
fasilitas (skema BSG)

Sumber: Permendagri Nomor 1 Tahun 2016
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TEMUAN PENELITIAN

Beberapa penelitian terkini telah menelaah bagaimana aset desa digunakan (Setiawan, 2015; 
Dewi, 2017; Pratopo, 2017; Swasto, 2012). Penelitian-penelitian ini cenderung kritis terhadap 
penemuan pengelolaan tanah kas desa yang tidak memberikan manfaat bagi desanya. Di desa 
Batang Batindih di Kabupaten Kampar, tanah kas desa disewakan sebagai lahan kelapa sawit 
dan tambak ikan (Setiawan, 2015, hal.6-9), tetapi skema tersebut gagal karena banyak penduduk 
desa yang tidak membayar biaya sewa. Dalam studi lainnya di desa Banjar Panjang Kabupaten 
Pelalawan, penulis mengidentifikasi minimnya kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur 
di pemerintah desa, yang akhirnya mengganggu efektivitas pengelolaan tanah kas desa 
(Pratopo, 2017). Di desa Kandangan Kabupaten Ngawi, tanah kas desa didistribusikan hanya 
kepada anggota keluarga aparat desa (Dewi, 2017, hal.8-10), meskipun sudah menggunakan 
sistem lelang untuk mengalokasi hak penggunaan tanah. 

Akan tetapi, ada juga beberapa kisah sukses. Di Kabupaten Sleman, tanah kas desa digunakan 
untuk membangun apartemen murah (Swasto, 2012). Di desa Sumberharjo, juga di Kabupaten 
Sleman, tanah kas desa digunakan untuk mengembangkan ‘desa turis’ yang dikelola oleh 
BUMDes (Nugroho, 2017).

Untuk dapat memberikan perbandingan praktik yang dapat mencapai penggunaan tanah kas 
desa yang paling produktif, peneliti CIPS melakukan penelitian lapangan di lima desa di Jawa 
Tengah pada tahun 2019. Hasilnya dijelaskan di bawah ini.

A. Kasus 1: Skema Penyewaan berdasarkan Musyawarah
Dua desa di Kabupaten Kebumen, Sidomulyo dan Bonorowo, mengadopsi model penyewaan 
melalui proses musyawarah yang mempertimbangkan konteks dan pengalaman lokal penduduk 
desa. 

Desa Sidomulyo memiliki 3.627 ubin1,  atau 5,1 hektare tanah kas desa yang dibagi menjadi 73 
bidang. Bidang-bidang tanah tersebut disewakan dengan sistem rotasi alih-alih dilelang. Rumah 
tangga yang telah mendapatkan giliran untuk menggarap sebidang tanah tersebut tidak dapat 
berpartisipasi lagi di tahun berikutnya.

Proses musyawarah untuk menentukan biaya sewa bagi sebidang tanah, yang bisa bervariasi 
tergantung dari kesuburan dan syarat pembayaran sewa, dilakukan secara terbuka. Pada Januari 
2019, biaya sewa untuk sebidang tanah bervariasi dari sekitar Rp15.000,-/ubin untuk tanah yang 
kurang subur sampai Rp25.000,-/ubin untuk tanah yang lebih subur. Sebaliknya, harga sewa 
komersial umumnya adalah Rp40.000,-/ubin. 

Pengundian dilakukan untuk menentukan peruntukkan setiap bidang tanah bagi peserta yang 
terdaftar. Penyelenggara mendokumentasikan informasi setiap bidang tanah pada selembar 
kertas, melipat kertas tersebut, memasukkannya ke dalam wadah, kemudian menarik undi

1Ubin adalah satuan unit yang setara dengan 14 m2. Satu hektare setara dengan 711 ubin
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untuk setiap bidang tanah bagi setiap nama peserta terdaftar (Wawancara 
dengan Nasimin, Kepala Desa, 2019).

Dengan bekerja pada sebidang tanah seluas 27 dan 77 ubin, penyewa dapat 
memproduksi 0,5-0,9 ton beras setiap tahun (dengan asumsi dua kali panen 
dalam setahun). Kalau semua beras hasil panen pada tahun itu terjual, maka 
harga jual adalah sekitar Rp2 juta hingga Rp3,6 juta per tahun (Wawancara 
dengan Dariyo, Sakir dan Samiyasa, penyewa, 2019). Akan tetapi, harga 
sewa tanah berkisar antara Rp405.000,- hingga Rp1.925.000,- dan input 
produksi termasuk upah pekerja harus dikurangi dari jumlah tersebut. 
Perhitungan tersebut menyisakan Rp1,6 juta per tahun bagi penyewa, yang 
tidak cukup untuk membiayai hidup mereka, sehingga penduduk desa harus 
bekerja sebagai pembuat caping (topi tradisional berbentuk kerucut), yang 
menghasilkan tambahan penghasilan sebesar Rp7,2 juta per tahun. 

Sidomulyo mengkhawatirkan kesetaraan kesempatan untuk mengakses 
tanah kas desa, sementara Bonorowo menekankan kesetaraan hasil dengan 
memberikan akses tanah kepada yang paling membutuhkan. Bonorowo 
memiliki 1,13 hektare ‘tanah kemakmuran’ yang dialokasikan untuk kaum 
miskin. Pemerintah desa memilih penerima akses tanah berdasarkan 
beberapa indikator kemiskinan seperti: minimnya kepemilikan lahan, rendahnya pendapatan, 
minimnya pendapatan tambahan dari anggota keluarga lain, dan kemampuan atau keinginan 
untuk menggarap tanah tersebut. Tidak seperti di Sidomulyo, tanah dapat diberikan kepada 
orang yang sama untuk beberapa tahun secara berkelanjutan. Menurut kepala desa, beberapa 
penduduk desa mengeluh karena merasa tidak diikutsertakan dalam proses. Keluhan tersebut 
diselesaikan melalui musyawarah, di mana warga yang merasa tidak dilibatkan diberikan hak 
untuk menggarap tanah tersebut di tahun berikutnya.

Untuk setiap ubin, biaya sewanya adalah Rp10.000,- hingga Rp20.000,- per tahun, tergantung 
dari kesuburan bidang tanah tersebut. Jumlah tersebut kurang dari setengah harga pasar 
normal yaitu Rp40.000,- hingga Rp50.000,-. Ketentuan pembayaran sewa juga fleksibel, dalam 
skema cicilan atau lunas setelah panen (Wawancara dengan Purnomo, kepala desa Bonorowo, 
2019). Di tahun yang sama, setiap bidang tanah memproduksi antara 0,5 sampai 0,8 ton beras, 
dan memberikan penyewa pendapatan bruto sebesar Rp2 juta hingga Rp3,2 juta. Akan tetapi, 
setelah dikurangi biaya sewa, biaya input dan upah pekerja, pendapatan bersihnya hanyalah 
Rp250.000,- hingga Rp1.000.000,- (Wawancara dengan Sumarto, Maniso, dan Karyo, penyewa, 
2019). 

Perhitungan tersebut 
menyisakan Rp1,6 
juta per tahun bagi 
penyewa, yang tidak 
cukup untuk membiayai 
hidup mereka, sehingga 
penduduk desa harus 
bekerja sebagai pembuat 
caping (topi tradisional 
berbentuk kerucut), yang 
menghasilkan tambahan 
penghasilan sebesar 
Rp7,2 juta per tahun.

Di tahun yang sama, setiap bidang tanah memproduksi antara 0,5 
sampai 0,8 ton beras, dan memberikan penyewa pendapatan bruto 

sebesar Rp2 juta hingga Rp3,2 juta. Akan tetapi, setelah dikurangi biaya 
sewa, biaya input dan upah pekerja, pendapatan bersihnya hanyalah 

Rp250.000,- hingga Rp1.000.000,-
(Wawancara dengan Sumarto, Maniso, dan Karyo, penyewa, 2019).  
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B. Kasus 2: Kerja sama antara Desa dan Perusahaan Swasta
Kasus 1 hanya melibatkan individu dari sebuah rumah tangga, tetapi dua desa di Kabupaten 
Wonosobo, Tlogojati, dan Beran, mengoptimalkan penggunaan sumber daya desa dengan 
mengupayakan kerja sama antara desa dan perusahaan swasta.

Tlogojati memiliki 16,29 hektare tanah kas desa, yang semuanya disewakan kepada 
PT Tambi, perusahaan perkebunan teh, untuk digunakan sebagai perkebunan dan 
wisata agro. Tanah tersebut terletak pada lereng Gunung Sumbing dan cocok 
untuk tanaman teh dan hortikultura. Pohon teh bermanfaat bagi wilayah tersebut 
untuk mencegah erosi dan longsor pada lereng bagian bawah gunung tersebut 
(Wawancara dengan Wibowo, direktur PT Tambi 2019). 

Perjanjian sewa antara PT Tambi dan Desa Tlogojati memperbolehkan penggunaan 
tanah sampai tujuh tahun lamanya. Perjanjian sewa yang terbaru ditandatangani 
pada tahun 2012 dan akan habis masa berlakunya pada Desember 2019. 
Berkenaan dengan berlakunya Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, perpanjangan 
sewa sedang dinegosiasi ulang untuk skema kerja sama dengan sewa 15 tahun. 
Kalau rancangan perjanjian tersebut disahkan, maka desa akan menerima 22,5% 
dari profit perkebunan teh di tanah kas desa tersebut dan desa juga akan mendapat 
untung dari penggunaan tanah kas desa seluas 3 hektare untuk wisata agro. 

Proses negosiasi ulang menunjukkan adanya praktik penyelewengan dana oleh kepala desa 
Tlogojati sebelumnya. Pada masa sewa tersebut, pemerintah desa tidak menerima dokumentasi 
pembayaran sewa apapun dari PT Tambi, dan perusahaan tersebut melakukan pembayaran 
melalui aparat desa (wawancara dengan Wayan, kepala desa, dan Wibowo, Direktur PT Tambi, 
2019). PT Tambi mempekerjakan sekitar 600 orang dari 20 desa, setengahnya adalah pemetik 
daun teh. Ada 10 pemetik daun teh dari Tlogojati yang menerima upah Rp4,5 juta hingga Rp12 
juta per tahun. Sebagai tambahan, pekerja juga menerima bonus tahunan sebesar Rp1 juta, 
asuransi kesehatan BPJS, tunjangan kematian, dan manfaat lainnya dalam bentuk makanan dan 
uang tunai (wawancara dengan Mungadhim, Supandi, dan Urip, penduduk desa, 2019).

Beran memiliki 1,2 hektare tanah kas desa yang digunakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
Silatri Indah. Silatri Indah dibentuk pada tahun 2013 setelah pengesahan Undang-undang Desa 
Nomor 4 Tahun 2013. BUMDes tersebut mengoperasikan area peristirahatan di jalan Wonosobo-
Magelang dan termasuk di dalamnya minimarket, sebuah toko, kios-kios, kolam renang, sawah 
sebagai sarana edukasi bagi anak-anak, toilet dan sebuah joglo atau ruang pertemuan yang bisa 
digunakan untuk rapat atau acara lainnya. Fasilitas-fasilitas tersebut mendatangkan pendapatan 
untuk BUMDes. Sebagai tambahan, 16 mitra BUMDes menyewa kios untuk usaha mereka dan 
mendapatkan pendapatan tahunan sebesar Rp17,5 juta hingga Rp105 juta (Wawancara dengan 
Aziz, Ros, dan Waluni, mitra BUMDes, 2019), dan berkontribusi sebesar Rp43 juta pada BUMDes 
melalui pembayaran sewa.

Desa akan menerima 
22,5% dari profit 
perkebunan teh 

di tanah kas desa 
tersebut dan desa juga 
akan mendapat untung 
dari penggunaan tanah 

kas desa seluas 3 
hektare untuk wisata 

agro. 
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Tahun 2017, total pendapatan BUMDes adalah sebesar Rp210 juta (Silatri Indah, 2018), dengan 
profit sebesar Rp64 juta, 50% dari jumlah tersebut masuk ke keuntungan anggaran, 20% 
dimasukkan ke modal BUMDes, dan 30% didistribusikan sebagai pembagian dividen (Wawancara 
dengan Akhmat, direktur BUMDes, 2019). Penduduk desa yang dipekerjakan langsung oleh 
BUMDes menerima pendapatan tahunan sebesar Rp12 juta, ditambah pembagian dividen.

C. Kasus 3: Pasar Penduduk Desa
Desa Sukoharjo di Kabupaten Wonosobo memiliki tiga bisnis di atas tanah kas desa: perkebunan 
buah dan balai olahraga desa, keduanya dikelola oleh BUMDes, dan sebuah pasar yang dikelola 
oleh penduduk desa di gedung dan kios pasar utama. Pasar tersebut berdiri pada sebidang tanah 
seluas 0,8 hektare dan dibangun dengan skema BGS. 

Setiap kios yang total berjumlah 27 tersebut dimiliki oleh pemilik yang berbeda-beda dan 
setiap pemilik adalah penduduk Desa Sukoharjo. Setiap pemilik berkontribusi sebesar Rp51 
juta terhadap biaya konstruksi kios mereka, di mana Rp25 juta dibayar sebagai uang muka dan 
selebihnya dibiayai melalui pinjaman bank. Para pemilik kios dapat menggunakan kios selama 
20 tahun, setelah itu kepemilikan akan dialihkan ke desa. Pemilik kios juga harus membayar 
biaya tahunan sebesar Rp500.000,- (Wawancara dengan Samain, mantan kepala desa, 2019).

Penduduk desa yang dipekerjakan langsung oleh BUMDes 
menerima pendapatan tahunan sebesar Rp12 juta, ditambah 

pembagian dividen.
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ANALISIS

Beragam cara untuk menggunakan tanah kas desa dan untuk mengimplementasikan prinsip 
pengelolaan aset desa berujung pada manfaat yang variatif juga bagi penduduk desa.

A. Implementasi Prinsip Pengelolaan Aset Desa
Seperti disebutkan di atas, Pasal 77 (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan prinsip-prinsip 
berikut ini untuk pengelolaan aset desa: barang milik umum, fungsionalitas, legalitas, 
transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. 

Meskipun model implementasi berbeda-beda, semua desa berusaha untuk mengimplementasikan 
prinsip pengelolaan aset desa untuk tanah kas desa mereka terlepas dari apakah tanah tersebut 
disewakan langsung kepada penduduk desa (Sidomulyo dan Bonorowo), kepada sebuah 
perusahaan (Tlogojati), dikelola oleh sebuah BUMDes (Beran), atau dikelola oleh sekelompok 
penduduk desa (Sukoharjo). Tanah kas desa dikelola untuk kepentingan masyarakat (merupakan 
barang umum), terutama untuk kepentingan mereka yang diharapkan mendapat keuntungan 
dari penggunaan tanah tersebut. Hal ini jelas tampak di Sidomulyo, di mana tanah didistribusikan 
dengan berbasis kesetaraan kesempatan, dan di Bonorowo, yang berfokus pada distribusi tanah 
untuk petani yang tidak mempunyai lahan. 

Prinsip fungsional ini diamati di semua desa, karena pemerintah desa (biasanya, 
kepala desa) memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengambil 
keputusan mengenai pemanfaatan yang mereka anggap paling sesuai untuk desa 
mereka. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan pemusyawaratan 
yang diawasi oleh pemerintah desa. BPD bertanggung jawab atas perencanaan 
pembangunan desa, kerja sama yang melibatkan desa, dan pembentukan BUMDes 
(Pasal 38 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016), serta mengatur pertemuan 
musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (Musrenbangdes) (Pasal 88 (1) 
UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 ), yang dapat mendorong inisiatif pembangunan 
penduduk desa. Penelitian CIPS menemukan bahwa BPD berperan aktif di Beran 
dan Sukoharjo melalui musyawarah desa untuk mendirikan BUMDes. Musyawarah 
ini memastikan bahwa desa dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait 
penggunaan tanah kas dan pengambilan keputusan tersebut tidak hanya dilakukan 
oleh jajaran eksekutif (kepala desa).  

Kontrak yang digunakan dalam skema kerja sama dapat bersifat lebih formal 
(seperti kontrak dengan PT Tambi di Desa Tlogojati), atau perjanjian yang lebih 
sederhana dan kurang formal dengan masing-masing penyewa. Walaupun 
kehadiran kontrak tertulis tidak serta merta memastikan bahwa persyaratan akan 
dipenuhi (seperti dalam kasus Tlogojati), kontrak memberikan tingkat kepastian 

hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Di Sidomulyo, proses pengundian memastikan tingkat 
transparansi yang tinggi karena semua penduduk desa diizinkan untuk berpartisipasi dalam 
acara pengundian. Demikian pula, jika terdapat musyawarah desa, seperti di Beran dan 
Sukoharjo, maka transparansi dalam proses musyawarah juga meningkat.

Penelitian CIPS 
menemukan bahwa 

BPD berperan aktif di 
Beran dan Sukoharjo 
melalui musyawarah 

desa untuk mendirikan 
BUMDes. Musyawarah 
ini memastikan bahwa 
desa dilibatkan dalam 

pengambilan keputusan 
terkait penggunaan tanah 

kas dan pengambilan 
keputusan tersebut tidak 

hanya dilakukan oleh 
jajaran eksekutif (kepala 

desa).
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Transparansi dan akuntabilitas yang buruk ditemukan dalam pengelolaan tanah 
kas Desa Tlogojati. Meskipun PT Tambi, perusahaan yang menyewa tanah desa, 
telah menandatangani kontrak dengan pemerintah desa, namun kepala desa 
sebelumnya menerima dan mengantongi biaya sewa pada periode-periode 
sewa sebelumnya tanpa adanya pertanggung jawaban yang jelas. Akibatnya, 
desa tidak menikmati pendapatan anggaran. Diharapkan bahwa dalam jangka 
waktu perjanjian sewa berikutnya, yang akan dimulai pada Desember 2019, 
desa akan memiliki kendali yang lebih besar atas transaksi dan penduduk desa 
akan mendapatkan manfaatnya.

B. Perbandingan Skema Penggunaan Tanah Kas Desa
Secara umum, terlepas dari skema pemanfaatan yang telah mereka jalani, 
penduduk desa merasa puas dengan skema yang digunakan di desa mereka. 
Penduduk desa merasa bahwa skema tersebut adil dan ketika keluhan 
muncul, keluhan tersebut dapat segera diselesaikan sebelum berubah 
menjadi konflik yang lebih besar (Wawancara dengan Purnomo, kepala desa 
Bonorowo, 2019).

Tabel 2 membandingkan pendapatan tambahan yang diperoleh rumah tangga melalui 
pemanfaatan tanah kas desa dan menunjukkan informasi tentang penerima manfaat (yaitu, 
orang yang secara langsung dipekerjakan di tanah kas desa), total pendapatan desa dari 
skema pemanfaatan, dan pendapatan dari masing-masing penerima manfaat.

Tabel 2.
Dampak Skema Penggunaan Tanah Kas Desa

Sukoharjo 27 pemilik kios 0,8 13.500.000 n/a

Pendapatan kotor tahunan 
dari masing-masing 

penerima manfaat (Rp)

Total pendapatan 
desa (Rp)

Area tanah kas 
(hektare)

Penerima
manfaat desaFormatDesa

Sidomulyo

Bonorowo
Rental

BGS

73 rumah tangga

12 rumah tangga 1,13

5,1 72.500.000

12.500.000 2.600.000

2.800.000

Tlogojati

Beran

Usaha 
bersama

10 pemetik teh

15 karyawan

16 mitra
1,2

16,29

64.000.000
12.000.000

61.250.000

8.250.000Rahasia2

Sumber: digabungkan dan dihitung dari hasil wawancara

Tabel 2 menunjukkan bahwa desa Sidomulyo memiliki jumlah penerima manfaat langsung 
tertinggi dengan 73 rumah tangga, sedangkan Tlogojati memiliki jumlah terendah, dengan 
hanya 10 orang yang bekerja sebagai pemetik teh. Namun, angka ini tidak jauh berbeda 
dengan Bonorowo, yang hanya memiliki 12 rumah tangga yang merupakan penerima manfaat.
Jumlah orang yang mendapat manfaat dari skema pemanfaatan di Beran dan Sukoharjo
kemungkinan akan lebih tinggi karena mitra BUMDes dan pemilik kios dapat mempekerjakan 
penduduk desa lain sebagai penjaga toko atau asisten.

2Perusahaan menyewakan 16,29 ha lahan, dengan asumsi biaya sewa Rp 5.000.000 per hektar, desa harus menerima sekitar Rp 
81.450.000 setiap tahun. Selain itu, 22,5% dari keuntungan perusahaan masuk ke desa (Wawancara dengan Wibowo, Kepala Desa, 
2019). 

Meskipun PT Tambi, 
perusahaan yang 
menyewa tanah desa, 
telah menandatangani 
kontrak dengan pemerintah 
desa, namun kepala desa 
sebelumnya menerima dan 
mengantongi biaya sewa 
pada periode-periode sewa 
sebelumnya tanpa adanya 
pertanggungjawaban yang 
jelas. Akibatnya, desa tidak 
menikmati pendapatan 
anggaran.
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Sangat menarik untuk membandingkan pendapatan yang diterima oleh masing-masing desa. 
Desa Beran memiliki rasio pendapatan tertinggi terhadap wilayah, dengan lahan sebesar Rp53,3 
juta per hektare. Para petani di desa-desa lain menerima antara Rp11–16 juta per hektare 
dari lahan. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan tanah kas desa merupakan sumber pendapatan 
tambahan yang berharga untuk desa, terlepas dari formatnya. 

Skema sewa di Sidomulyo dan Bonorowo menghasilkan pendapatan kotor paling sedikit untuk 
penyewa—antara Rp2,6 hingga 2,8 juta—yang masih harus dikurangi dengan biaya input, biaya 
sewa, dan biaya tenaga kerja. Namun, skema sewa langsung menghasilkan beras juga untuk 
dikonsumsi oleh penyewa. Terlepas dari keuntungan moneter yang kecil ini, penduduk desa 
menyatakan kepuasan mereka dengan skema yang ada (Wawancara dengan Dariyo, Sakir, dan 
Samiyasa di Sidomulyo; Sumarto, Maniso, dan Karyo di Bonorowo, penyewa, 2019). 

Evaluasi ekonomi yang ketat terhadap skema pemanfaatan tanah kas desa mungkin menunjukkan 
skema sewa telah gagal membawa kesejahteraan, tetapi fakta bahwa semua penduduk desa 
diberi kesempatan untuk bekerja di lahan dan menghasilkan tanaman, terlepas dari manfaat 
keuangan aktual, bisa juga untuk dijadikan tolak ukur penting untuk dipertimbangkan.

Bagaimanapun juga, skema sewa memberikan pendapatan terendah bagi penerima manfaat. 
Para pemetik teh dari Tlogojati menerima pendapatan sebanyak tiga kali lipat dibandingkan para 
penyewa, belum termasuk bonus, asuransi, dan manfaat pekerjaan lainnya (Wawancara dengan 
Mungadhim, Supandi, dan Urip, pemetik teh, 2019). Dan mitra BUMDes di Beran mendapatkan 
lebih dari dua puluh kali lipat dibandingkan pendapatan penyewa. 
 

C. Kewirausahaan Pedesaan dan Peran Sektor Swasta
Secara sederhana, kewirausahaan berarti membuka peluang ekonomi baru di tempat yang 
sebelumnya masih belum berkembang. Desa-desa dengan skema yang melibatkan upaya 
wirausaha tampaknya menghasilkan lebih banyak pendapatan. Di Beran dan Sukoharjo, kami 
menemukan kasus-kasus di mana penduduk desa secara aktif melakukan upaya untuk membuat 
penggunaan tanah kas desa yang lebih ekonomis. 

Di Beran, gagasan untuk membangun area peristirahatan datang dari Akhmat, Febby, dan Aris, 
yang kemudian menjadi pemimpin, direktur administratif, dan bendahara BUMDes setelah didekati 
oleh pemerintah desa untuk membuat BUMDes untuk mengoperasikan area peristirahatan 
(Wawancara dengan Akhmat, direktur BUMDes, 2019). Perlu diingat bahwa BUMDes menyumbang 
angka yang signifikan ke pendapatan desa selain menghasilkan pendapatan bagi penduduk desa 
yang bekerja sebagai karyawan dan mitra BUMDes.  

Di Sukoharjo, pembangunan pasar dipelopori oleh sekelompok penduduk desa yang tidak puas 
dengan pasar yang ada, yaitu yang terdiri dari kumpulan kios yang terletak di sisi jalan. Penduduk 
desa ini menyampaikan aspirasi mereka dalam pertemuan musyawarah desa, meminta agar 
pasar dipindahkan dan diatur dengan benar. Penduduk desa ini menyumbangkan uang mereka 
sendiri dan mengambil pinjaman untuk membangun pasar, menciptakan peluang ekonomi dan 
pertumbuhan di desa.

Di Sidomulyo dan Bonorowo, di mana terdapat kekurangan kewirausahaan (yaitu, penduduk 
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desa merasa puas dengan sistem yang ada dan yang telah berlaku selama beberapa 
generasi), penduduk desa harus puas dengan tingkat pendapatan yang jauh lebih 
rendah karena skema tersebut tidak terlalu berhasil secara ekonomi. Pekerjaan di 
sektor pertanian yang didukung oleh skema tersebut tidak dapat diandalkan untuk 
memberikan tingkat pendapatan yang memadai, setidaknya pada tanah kas desa 
yang terbatas. Di Sidomulyo, sumber pendapatan utama adalah dari sektor produksi 
dan pertanian di tanah kas desa yang hanya memberikan penghasilan tambahan. 
Terdapat kebutuhan untuk upaya kewirausahaan dan perubahan di sektor lain.

Sektor swasta juga berperan dalam pembangunan ekonomi desa melalui penggunaan 
tanah kas desa. Sektor ini memiliki potensi untuk mengembangkan ekonomi di desa 
yang tidak memiliki modal yang dibutuhkan, baik modal finansial maupun sumber 
daya manusia, untuk inisiatif di tanah kas desa. Perkebunan teh PT Tambi di Tlogojati 
dan beberapa desa tetangga memiliki cakupan yang lebih besar daripada yang bisa 
dilakukan oleh desa-desa ini. Dengan tingkat kemiskinan sebesar 46,69% (SMERU, 
2013), dapat dipahami bahwa skema untuk meningkatkan pemanfaatan tanah kas 
desa Tlogojati mungkin tidak dapat sepenuhnya bergantung pada inisiatif dan sumber 
daya lokal.

D. Rekomendasi untuk Reformasi Peraturan
Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yang mengatur penggunaan 
tanah kas desa, memungkinkan serangkaian skema untuk pemanfaatan dari tanah kas desa. 
Pasal 14–16 dari peraturan ini menetapkan prasyarat untuk usaha bersama dan model BSG/BGS 
serta mensyaratkan ‘ketidakcukupan anggaran desa’ sebagai prasyarat untuk usaha bersama 
dan model BSG/BGS. Peraturan ini sebetulnya tidak perlu, karena sifatnya sangat membatasi. 

Sebaliknya, Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 seharusnya direvisi untuk memperkenalkan 
paradigma baru untuk penggunaan tanah kas desa dengan menggiatkan kewirausahaan 
desa. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat pertemuan musyawarah perencanaan dan 
pembangunan desa (Musrenbangdes), sebuah forum untuk menyampaikan ide kewirausahaan 
kepada masyarakat desa, memastikan bahwa setiap rencana pembangunan haruslah transparan 
dan bertanggung jawab kepada masyarakat desa. Skema harus didorong untuk memastikan 
bahwa desa yang paling membutuhkan akan memperoleh manfaat terbesar dari pembangunan. 
Upaya kewirausahaan bisa juga melibatkan peran sektor swasta, terutama ketika skala bisnis 
melampaui sumber daya yang dimiliki sebuah desa. 

Dalam rangka mendorong gagasan untuk pembangunan, kementerian terkait, seperti 
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi, dapat mengumpulkan sejumlah gagasan dan memberikan penghargaan pada 
solusi terbaik untuk masalah lokal.  Hal ini dapat dilakukan dengan meniru kompetisi yang ada 
seperti Kalpataru, Desa Mandiri, dan sebagainya. 

Dengan ketersediaan tanah kas desa yang terbatas, peraturan pemerintah tentang aset desa 
(termasuk tanah kas desa) harus bergerak lebih jauh daripada memfokuskannya untuk tujuan 
pertanian. Pemerintah juga wajib melatih mantan pekerja pertanian untuk mempunyai tingkat 
keterampilan yang tinggi dan berjiwa kewirausahaan, agar nantinya mereka tidak melulu 
bergantung pada satu sektor ini saja. Contoh sukses kewirausahaan di sektor non-pertanian di 
Beran dan Sukoharjo harus diperlakukan sebagai model pembelajaran pemanfaatan aset desa 
pada khususnya dan pembangunan desa pada umumnya.

Sektor swasta juga 
berperan dalam 
pembangunan 
ekonomi desa melalui 
penggunaan tanah 
kas desa. Sektor ini 
memiliki potensi untuk 
mengembangkan 
ekonomi di desa yang 
tidak memiliki modal 
yang dibutuhkan, baik 
modal finansial maupun 
sumber daya manusia, 
untuk inisiatif di tanah 
kas desa.
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Fakta Desa

I. Desa Sidomulyo
Desa Sidomulyo terletak di Kecamatan Petanahan. Memiliki luas sebesar 142 hektare dan 
terletak di daerah dataran rendah. Jarak antara desa dan pusat kabupaten adalah 9 km. Memiliki 
982 penduduk laki-laki dan 1.036 penduduk perempuan. Pekerjaan utama penduduk desa adalah 
pengusaha, pekerja pertanian, dan pengrajin (Sidomulyo in Numbers, 2018). Tingkat kemiskinan 
adalah sebesar 6,19% (SMERU, 2013).

II. Desa Bonorowo
Desa Bonorowo terletak 9 m di atas permukaan laut dan memiliki luas sebesar 134 hektare. 
Secara relatif, desa ini jauh dari pusat kabupaten, yaitu 23,7 km, tetapi desa tersebut merupakan 
pusat kecamatan. Memiliki 657 penduduk laki-laki dan 659 penduduk perempuan. Sebagian 
besar penduduk desa bekerja sebagai pekerja pertanian, karyawan, dan buruh tani (Bonorowo in 
Numbers, 2018). Tingkat kemiskinan desa tersebut adalah 22,02% (SMERU, 2013).

III. Desa Tlogojati
Tlogojati adalah desa yang relatif besar, dengan luas sebesar 586 hektare. Terletak di tanah 
berbukit, antara 500-1000 m di atas permukaan laut dan terletak sekitar 8 km dari pusat kabupaten. 
Tlogojati memiliki 1.490 penduduk laki-laki dan 1.393 penduduk perempuan, yang sebagian besar 
bekerja sebagai petani dan pekerja pertanian (Tlogojati in Numbers, 2018). Tingkat kemiskinan 
desa ini adalah sebesar 46,69% (SMERU, 2013).

IV. Desa Beran
Desa Beran memiliki luas sebesar 361 hektare. Terletak 500 m di atas pemukaan laut dan terletak 
sekitar 3 km dari kecamatan pusat di Kepil, dan 26 km dari pusat kabupaten. Beran memiliki 
1.992 penduduk laki-laki dan 1.999 penduduk perempuan, yang sebagian besar bekerja sebagai 
buruh tani, karyawan, dan pengusaha (Beran in Numbers, 2018). Tingkat kemiskinan desa tersebut 
adalah 21,16% (SMERU, 2013).

V. Desa Sukoharjo
Desa Sukoharjo memiliki luas sekitar 405 hektare. Terletak 641 m di atas permukaan laut dan 
terletak sekitar 18 km dari kabupaten pusat di Kepil. Sukoharjo memiliki 1.749 penduduk laki-
laki dan 1.690 penduduk perempuan, yang sebagian besar bekerja sebagai karyawan dan petani 
(Sukoharjo in Numbers, 2018). Tingkat kemiskinan desa tersebut adalah 10,64% (SMERU, 2013).
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